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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hakekat penyelenggaran pemerintah daerah adalah melaksanakan asas otonomi,
dan tugas pembantuan dengan dukungan masyarakat. Di satu pihak masyarakat
merupakan pelaku utama dalam pembangunan. Di lain pihak pemerintah
berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan melayani serta menciptakan
suasana yang kondusif dalam mewadahi terutama kiprah masyarakat dalam
pembangunan, interaksi kehidupan sosial, politik, ekonomi agar berjalan dengan
tertib, terkendali dan efektif. Semua bentuk kegiatan pemerintah dalam
pelaksanaan pembangunan harus dikelola secara transparan dan dapat
dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan nilai-nilai
dasar yang harus diwujudkan secara nyata dengan perkembangan keadaan
sekarang ini.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Undang-
Undang tersebut memberikan tambahan kewenangan dan tanggung jawab yang
lebih luas bagi pemerintah di tingkat kabupaten atau kota yang diwujudkan
dengan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah. Maksud dan manfaat otonomi daerah adalah
pengelolaan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan
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pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan
masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya
gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Tujuan dari pembangunan
daerah adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang
maupun jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek seperti mendukung
pembangunan proyek-proyek penunjang daerah dan tujuan pembangunan jangka
panjang adalah untuk mengembangkan seluruh desa untuk menjadi desa
swasembada melalui tahap-tahap dan swadaya dan swakarya dan memperhatikan
keserasian pembangunan daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Tanpa kondisi
keuangan yang baik maka daerah tidak mampu menyelenggarakan tugas,
kewajiban serta kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya,
selain itu juga menjadi ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonom hilang.
Dalam membiayai pembangunan tersebut ada peranan penting dari pajak,
penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara yang semakin hari semakin
penting. Hal tersebut dikarenakan untuk membiayai keperluan negara sekaligus
untuk pembangunan masing-masing daerah yang ada di Indonesia.
Ditinjau dari lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu,
pajak pusat dan pajak daerah. Dalam hal ini berkaitan dengan otonomi daerah,
maka untuk membiayai pembangunan masing-masing daerah diberlakukannya
pemungutan pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000,
ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh
jenis pajak kabupaten/kota.
31. Pajak provinsi terdiri dari:
a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan





e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan
g. Pajak Parkir
Pajak Daerah tersebut untuk pengadministrasiannya, akan dilaksanakan di
Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor
sejenisnya yang dibawahi oleh Pemerintah Daerah setempat. Pajak-pajak yang
dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam
hal ini dinas terkait harus bisa memaksimalkan penerimaan pajak daerah, adapun
dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 dalam rangka
meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan
pajak bisa dilaksanakan dengan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan
Intensifikasi Pajak. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah Kegiatan yang berkaitan
dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak,
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pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam
administrasi, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Hal ini sesuai
dengan strategi intensifikasi yang dilakukan Dinas Pengelola Pendapatan Daerah
Kota Bandung guna mengoptimalisasi pajak daerah, antara lain:
1. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem
pelayanan pajak daerah.
2. Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan pajak daerah.
3. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak
daerah.
4. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan
pajak daerah.
5. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait agar
penerimaan yang bersumber dari pajak daerah dapat tercapai secara optimal.
Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa barat dan juga kota
metropolitan terbesar di Jawa barat serta kota industri maka prospek pajak
reklame sangat potensial. Dalam ilmu marketting ada bauran pemasaran yang
dipakai sebagai instrument kebijakan perusahaan. Salah satu bauran pemasaran
tersebut adalah promosi yang terdiri dari antara lain iklan, reklame, dan promosi
penjualan. Oleh karena itu objek pajak reklame akan tumbuh seiring dengan
pertumbuhan perusahaan atau industri.
Pajak Reklame merupakan pungutan yang dikenakan terhadap
penyelenggaraan reklame. Pajak reklame dikenakan dengan alasan bahwa reklame
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suatu barang atau jasa yang dapata dilihat, dibaca, dan atau didengar dalam suatu
tempat tertentu, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Berikut data target dan
realisasi penerimaan pajak reklame Kota Bandung 2014-2016.
Tabel 1.1








2013 18.500.000.000 17.603.910.298 95,16%
2014 23.000.000.000 23.641.404.085 102,79%
2015 15.000.000.000 18.107.052.336 120,71%
2016 316.716.770.000 25.646.023.584 8,10%
2017 244.048.569.530 18.782.011.110 7,70%
Sumber : Badan Pengelolaan Pendaapatan Daerah Kota Bandung 2013-2017
Berdasarkan Tabel 1.1 menggambarkan realisasi target pajak reklame kota
Bandung dari realisasi selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif, ini terlihat
dari tahun 2013 yang tidak mencapai target kemudian di dua tahun berikutnya
mengalami kenaikan yang sangat signifikan dimana realisasi pajak reklame
mencapai bahkan melebihi target, namun di tahun berikutnya pada 2016 dan 2017
kembali turun hanya mencapai 8,10% dan 7,70% dimana angka realisasi terpaut
jauh dari target yang telah ditentukan.
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kurang optimalnya penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak
terdaftar masih menjadi permasalahan itu terlihat dari data target dan realisasi
penerimaan pajak reklame kota bandung yang dimana realisasi target tidak
tercapai pada tahun 2016 dan juga 2017, hal lainnya juga banyaknya reklame
ilegal menjadi hambatan potensi tersebut dapat tercapai secara maksimal. Seperti
yang diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD)
Kota Bandung, Ema Sumarna bahwa reklame di kota Bandung itu ribuan, tapi
banyak yang ilegal. Kami tidak bisa menerima pajak, karena kaitannya dengan
perizinan. Jadi ini bukan hanya karena reklame ilegal saja, tapi juga di proses,
apakah di perizinan dan terhambatnya Peraturan Wali Kota yang belum beres
sebagai tindak lanjut turunan dari Peraturan Daerah yang mengatur tentang
reklame. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame
tersebut ialah meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dan juga selain
perluasan objek pajak, dan penggalian objek serta subjek pajak yang telah tercatat
atau terdaftar dalam administrasi.
Dengan demikian berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis
bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai seberapa besar pengaruh
intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak reklame yang dituangkan dalam
penelitian yang berjudul.
“Pengaruh Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Reklame
Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung”.
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Bertitik tolak pada uraian diatas, maka permasalah Intensifikasi Pajak
Terhadap Penerimaan Pajak Reklame Kota Bandung, sebagai berikut :
1. Realisasi target penerimaan pajak reklame pada tigaa tahun tidak mencapai
target yang telah ditetapkan, yaitu tahun 2013, 2016, dan 2017. Permasalahan
ini disebabkan karena masih kurangnya intensifikasi pemungutan pajak
reklame pada tahun 2013, 2016, dan 2017.
2. Banyaknya Reklame ilegal menjadi hambatan dalam tercapainya target Pajak
Reklame secara Maksimal.
3. Belum rampungnya Peraturan Daerah terbaru yang mengatur tentang Pajak
Reklame.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis
merumuskan masalah sebagai berikut :
“Seberapa besar pengaruh intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak
reklame di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung ?”.
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui :
8“Seberapa besar Pengaruh intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak
reklame di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung”.
E. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan yang ingin dicapai yaitu berupa kegunaan teoritis dan
kegunaan praktis:
1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan ilmu yang berguna sebagai rujukan,
referensi, dan menjadi bahan informasi bagi peneliti lain dalam melakukan
penelitian untuk penulisan karya ilmiah dalam bidang sumberdaya manusia
khususnya mengenai pengaruh intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak
reklame.
2. Kegunaan Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi penulis
untuk memperluas dan mengembangkan kemapuan berfikir penulis dan
pengetahuan tentang perpajakan khususnya pajak reklame.
b. Bagi lembaga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
dan solusi terbaik terhadap prmasalahan yang ada dan membantu pihak
yang berwenang dalam upaya peningkatan pendapatan daerah khusunya di
penerimaan pajak reklame.
c. Hasil dari penelitian ini dijadikan sumber atau saran sebagai bentuk
pengabdian penulis bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota
Bandung, dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak reklame.
9F. Kerangka Pemikiran
Harbani Pasolong, 2012:57 “Teori Administrasi Publik” administrasi publik.
Kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik









Dalam hal ini administrasi perpajakan termasuk dalam ruang lingkup administrasi
publik.
Liberti Pandiangan, 2014:43 “Administrasi Perpajakan” Administrasi
Perpajakan.
Kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang
ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban di bidang
perpajakan.
Membayar pajak bukanlah tindakan yang sederhana. Pada dasarnya tidak ada
seorangpun yang senang membayar pajak, karena mungkin pembayaran pajak
tidak mendapatkan imbalan secara langsung bagi si pembayar pajak. Salah satu
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tindakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan jumlah
wajib pajak terdaftar serta mengoptimalkan penerimaan pajak adalah dengan
dilaksanakannya salah satunya kegiatan Ekstensifikasi, Intensifikasi, dan
Pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor
SE-06/PJ_9/2001 tentang pelaksanaan Ekstensifikasi pajak dan Intensifikasi Pajak
guna meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan
pajak, sehingga dapat meningkatkan pajak daerah yang didalamnya juga dalam
hal ini penerimaan pajak reklame.
Pengertian Intensifikasi pajak dari menurut Surat Edaran Direktur Jendral
Pajak Nomor SE-06/PJ_9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak
dan Intensifikasi Pajak, intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi
penggalian penerimaan pajak terhadap objek pajak serta subjek pajak yang telah
tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak, dan dari hasil
pelaksanaan eksentifikasi Wajib Pajak pada angka. Hal ini sesuai dengan strategi
intensifikasi yang dilakukan Dinas Pengelola Pendapatan Daerah Kota Bandung
guna mengoptimalisasi pajak daerah, antara lain:
1. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem
pelayanan pajak daerah.
2. Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan pajak daerah.
3. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak
daerah.
4. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan
pajak daerah.
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5. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait agar
penerimaan yang bersumber dari pajak daerah dapat tercapai secara optimal.
Abdul Halim, 2001:147 (Manajemen Keuangan Daerah) Intensifikasi pajak
daerah.
Suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten untuk
meningkatkan penerimaan pajak daerah yang biasanya diaplikasikan dalam
bentuk: (1) Perubahan tarif pajak daerah; (2) Peningkatan pegelolaan pajak
daerah.
Abdul Halim, 2001:113 “Manajemen Keuangan Daerah” Intensifikasi.
Suatau tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara
melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Upaya intensifikasi
mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalianya,
yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Menyesuaikan aspek kelembagaan.
2. Menyesuaikan aspek ketatalaksanaan.
3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian.
4. Peningkatan sumber daya manusia.
5. Meningkatkan kegiatan penyuluhan pada masyarakat.
Seperti yang telah dijelaskan, intensifikasi pajak ini sebagai upaya peningkatan
penerimaan pajak daerah yang juga didalamnya termasuk ada penerimaan pajak
reklame.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah, dikatakan bahwa pajak reklame adalah pajak atas
penyelenggaraan reklame. Untuk penerimaan pajak daerah yang juga termasuk
didalamnya penerimaan pajak reklame, terdapat beberapa faktor yang berperan
penting.
Siti Kurnia Rahayu, 2013:27 (Perpajakan Indonesia) Penerimaan pajak.
Hal ini kemudian menjadi dimensi dari penerimaan pajak, yaitu:
1. Kejelasan, kepastian, dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang
perpajakan.
3. Sistem Administrasi perpajakan yang tepat.
4. Pelayanan.
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara.
6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).
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Dengan demikian intensifikasi pajak yang mempengaruhi penerimaan pajak
reklame dapat diketahui seberapa besar tingkat pengaruh intensifikasi pajak
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5. Kesadaran dan pemahaman
warga negara.
6. Kualitas petugas pajak.
Siti Kurnia Rahayu (2013; 27
“Perpajakan Indonesia”)
Penelitian dilakukan Tahun 2018
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G.Hipotesis
Sugiyono, 2013:70 “Metode Penelitian Administrasi” Hipotesis.
Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan
masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan
sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada faktor-faktor
yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, jadi hipotesis juga
dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian,
belum jawaban empirik.
Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dirumuskan tadi, maka penulis
dapat merumuskan hipotesis seperti berikut :
Ha : Terdapat pengaruh intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak reklame
pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung.
Ho : Tidak terdapat pengaruh intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak
reklame pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota
Bandung.
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